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KATA PENGANTAR

Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 33 dan 34 Tahun 

2004 sebagai wujud dari pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah 

daerah bertujuan agar tiap-tiap daerah dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya 

sendiri sehingga kemandirian penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terwujud 

dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan di daerah, 

dengan pemberlakuan otonomi daerah maka pemerintah daerah juga dituntut untuk 

menggali dan memanfaatkan secara optimal potensi-potensi sumber daya yang ada 

sebagai sumber keuangan daerah.

Kemampuan daerah otonom dalam mengatur dan mengurus pemerintahanya sendiri 

khususnya dalam memperoleh dan memanfaatkan sumber-sumber keuangan daerah dapat 

diukur melalui Derajat Desentralisasi Fiskal. Derajat Desentralisasi Fiskal menunjukkan 

sejauh mana keberhasilan pengelolaan potensi daerah yang ada sebagai input Pendapatan 

Daerah dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

merupakan faktor yang sangat mempengaruhi Derajat Desentralisasi Fiskal karena 

Derajat Desentralisasi Fiskal diperoleh dari rasio PAD dengan Total Penerimaan Daerah 

(TPD), selain itu secara tidak langsung maka diperlukan analisa mengenai Efisiensi dan 

Efektivitas dari pengelolaan keuangan daerah itu sendiri sebagai ukuran keberhasilan dari 

Kinerja Keuangan Daerah. Hal inilah yang menjadi latar belakang bagi penulis untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kota Palembang 

Pada Era Otonomi Daerah”. Penulis mencoba menelaah tingkat kemampuan 

kemandirian keuangan daerah Kota Palembang melalui Derajat Desentralisasi Fiskal dan 

menganalisis tingkat efisiensi dan efektivitas dari pengelolaan keuangan daerah.
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Penulis sadar bahwa hasil dari penelitian ini masih belum sempurna dan masih

banyak terdapat kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan

kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun dan semoga penelitian ini dapat

memberikan manfaat bagi seluruh pembaca, Amin.

Inderalaya, 2 November 2007

Teddy Setya Yudha
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis kinerja keuangan daerah 
Kota Palembang pada era pemberlakuan otonomi daerah dengan melihat pertumbuhan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP), serta 
Subsidi dan Bantuan Dana (SBD) sebagai penerimaan daerah, dari sumber-sumber 
penaerimaan tersebut maka dapat dilihat sejauh mana perkembangan Derajat 
Desentralisasi Fiskal dan Kemandirian Keuangan Daerah Kota Palembang, selain itu juga 
diperlukan analisis efisiensi dan efektifitas keuangan daerah untuk melihat kinerja 
keuangan daerah Kota Palembang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statik (BPS) Kota Palembang, Dinas 
Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kota Palembang, dan berbagai literatur. Kerangka 
pemikiran yang mendasari kajian terhadap kinerja keuangan daerah Kota Palembang ialah 
konsep Derajat Desentalisasi Fiskal, Kemandirian Keuangan Daerah, dan efisiensi dan 
efektivitas. Teknik analisis menggunakan pendekatan secara kualitatif yang bersifat 
deskiptif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Derajat Desentralisasi 
Fiskal Kota Palembang selama kurun waktu 1996-2005 sebesar 14 persen dengan tingkat 
Kemandirian Keuangan Daerah sebesar 21,62 persen yang berarti kapasitas fiskal, dan 
kemandirian masih rendah sehingga tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat 
masih tinggi, sedangkan indikator keuangan daerah menurut keefektifan pemungutan 
PAD sebesar 94,21 persen dengan kriteria efektif dan efisiensi pemungutan PAD sebesar 
4,25 persen dengan kriteria sangat efisien.
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ABSTRACT

This Research aim to measure and analyze the performance of area finance in 
Palembang City in the Era of Application LocaI Autonomy by seeing PAD, BHPBP, and 
SBD as a local income. From those source, we can see the degree of Fiscal 
Desentralization and the Independence of Locals income in Palembang city. Except that, 
it also needs Efficiency and Effectiveness analyze of locals income as a indicator of area 
finance performance in Palembang city. The data which is used in this research is the 
secondary data obtained from Badan Pusat Statistik (BPS) of Palembang city, Dinas 
Pendapatan Daerah (DIPENDA) of Palembang city, and some literatures. Opinion 
framework constitutoing study to performance of area finance in Palembang city is the 
Fiscal Desentralization Degree, the Independence of Locals Income, and the Efficiency 
and Effectiveness. Technique analyze used the approach qualitative having the character 
descriptive and quantitatively. Result of this research indicate that the degree of Fiscal 
Desentralization during 1996-2005 equal to 14 percent and the independence of local 
finance about 21,62 percent which is mean the Fiscal Capacity, and the independence of 
local finance still low, its mean the govemmental depending of Palembang city to Central 
government still high, The indicator of locals finance according to effectiveness of 
collection PAD about 94,21 percent, hence collection PAD has Effective and the 
Efficiency of collection PAD about 4,25 percent, hence expence collection PAD has very 
Efficient.
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BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Otonomi daerah di Indonesia telah dicanangkan per 1 Januari 2001 melalui satu 

paket undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang kemudian diperbaharui 

lagi dengan Undang-Undang Nomor 32 dan Nomor 33 Tahun 2004 pada tanggal 15 

Oktober 2004. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 serta Nomor 33 Tahun 2004 

mengenai desentralisasi (otonomi daerah) telah memberikan kesempatan yang nyata bagi 

adanya perbaikan di dalam perubahan mekanisme hubungan antara pemerintah pusat dan 

daerah. Hal tersebut mengindikasikan suatu pembaharuan dalam pelaksanaan 

desentralisasi sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan serta tuntutan 

penyelenggaraan otonomi daerah. Kebijakan otonomi daerah menurut Kadjatmiko (2002) 

bertujuan untuk : pertama, menyelaraskan dengan kebijakan ketahanan fiskal yang 

berkesinambungan (fiscal sustainable). Kedua, memperkecil ketimpangan antara 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah (vertical imbalance). Ketiga, mengoreksi 

ketimpangan antar daerah dalam kemampuan keuangan (horizontal imbalance). Keempat, 

meningkatkan akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi dalam rangka peningkatan kinerja 

pemerintah daerah. Kelima, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dan 

keenam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di sektor
'republik .

Pengembangan dan pelaksanaan sistem otonomi daerah di Indonesia telah 

mewujudkan struktur pemerintahan negara yang bersifat desentralisasi. Struktur
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pemerintahan ini menuntut suatu sistem kinerja keuangan daerah di bawah pengawasan 

pusat yang dapat menjamin kelancaran tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di 

daerah, khususnya sebagai unit pelaksana ekonomi yang menyediakan barang-barang

publik (Suparmoko, 2001:16).

Desentralisasi fiskal dapat didefinisikan sebagai bentuk pelimpahan 

wewenang dari pemerintah pusat dalam hal pengambilan keputusan dan pengelolaan 

fiskal kepada pemerintah daerah yang selanjutnya akan menjadi responsibilitas 

kepada masyarakat daerah yang bersangkutan secara transparan (Boex, 2001 : 3).

Desentralisasi fiskal menurut Boex terdiri dari:

Penerimaan (Receipts), berhubungan dengan sumber-sumber penerimaan daerah 

termasuk pajak dan bukan pajak yang menjadi wewenang pemerintah daerah. 

Pengeluaran (Expenditures), berhubungan dengan fungsi dan tanggung jawab atas 

segala pengeluaran untuk masing-masing tingkatan pemerintahan.

Pinjaman dan hutang (Loans), berhubungan dengan akibat yang ditimbulkan dari 

ketidakseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran sehingga menyebabkan 

terjadinya defisit daerah.

Transfer, berhubungan dengan penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat. 

Pelaksanaan desentralisasi tersebut didasarkan atas kebijakan fiskal dan ekonomi 

daerah yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan antara kemampuan dan hak daerah, 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengurangan subsidi dari pemerintah 

pusat, serta mendorong pembangunan daerah sesuai dengan aspirasinya. Melalui 

desentralisasi fiskal diupayakan untuk mengurangi pola ketergantungan daerah kepada 

pemerintah pusat yang selama era pra-reformasi telah terjadi sehingga daerah lebih 

mendiri dalam segala aspek. Pelaksanaan desentralisasi fiskal meliputi seluruh 

kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan keuangan daerah yang terdiri

1.

2.

3.

4.
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aspek penerimaan dan pengeluaran (Mangkoesoebroto, 2001 : 181). Adolf Wagner (1835- 

1817) dalam teori Hukum Semakin Meningkatnya Pengeluaran Negara (Sutrisna, 1998 : 

364), mengemukakan bahwa semakin meningkatnya kegiatan pemerintah, maka 

pengeluaran pemerintah untuk membiayai kegiatan-kegiatan tersebut juga akan semakin 

meningkat, oleh karena itu pemerintah perlu meningkatkan pendapatan daerah sehingga 

mampu membiayai pengeluaran pemerintah dan dibutuhkan juga sistem pengelolaan 

keuangan daerah yang sesuai dengan kebutuhan daerah pada saat ini, sedangkan 

pengelolaan keuangan daerah sendiri menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 

Tahun 2006 meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, asas umum dan struktur 

APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD bagi daerah yang belum 

memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan 

keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggung jawaban pelaksanaan APBD, 

pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, dan pengelolaan keuangan

Proses desentralisasi yang difasilitasi oleh Undang-Undang No 32 dan 33 Tahun 

2004 telah menggeser paradigma yang ada kesuatu perubahan dimana setiap daerah 

diberikan hak, sekaligus kewenangan yang seluas-luasnya untuk melaksanakan otonomi 

daerah dengan penyerahan 4 (empat) eleman dasar dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah 

Daerah yaitu desentralisasi politik (devolusi), desentralisasi fiskal (fiscal 

desentralization), desentralisasi administrasi (administration desentalization), dan 

desentralisasi ekonomi (economic desentralization) yang akan menjadi kewajiban dari 

daerah untuk mengelolanya secara efektif dan efisien serta menumbuhkan kemandirian 

dan kemampuan daerah dalam melaksanakan fungsinya (Elmi, 2002 : 12), sehingga akan 

menuju pada bagaimanakah pemerintah dapat mengelola sumber-sumber potensi daerah 

yang ada agar kesejahteraan publik dapat tercapai sesuai dengan cita-cita otonomi daerah.
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Pengertian keuangan ‘daerah menurut menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 

13 Tahun 2006, adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan 

pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk 

kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka 

APBD, sedangkan Kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang 

akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan 

kualitas yang terukur (Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006), berdasarkan 

penjelasan diatas maka sangat diperlukannya peranan pemerintah daerah khususnya 

pemerintah Kota Palembang untuk mengupayakan pengoptimalan pendapatan daerah 

sebagai landasan yang kuat untuk menunjang keuangan daerah secara bertanggung jawab 

atas asas kesejahteraan publik.

Salah satu syarat yang diperlukan untuk pelaksanaan desentralisasi adalah 

tersedianya sumber-sumber penerimaan daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah 

menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah dijelaskan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan 

desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah 

bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD); Dana Perimbangan; dan lain-lain 

Pendapatan yang sah. Selanjutnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak 

daerah; retribusi daerah; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain- 

lain PAD yang sah. Pembiayaan daerah bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran 

daerah; dana cadangan daerah; dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. 

Sumber-sumber diatas merupakan aliran utama dari pendapatan daerah, tetapi sejauh 

manakah pemanfaatan sumber dan potensi daerah tersebut terhadap pengelolaan 

keuangan daerah sehingga dapat menopang pelaksanaan desentralisasi daerah khususnya 

Kota Palembang agar efektif dan efisien.
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Kota Palembang menjadi salah satu titik berat penyelenggaraan otonomi daerah di 

Propinsi Sumatera Selatan didasari oleh kemampuan Kota Palembang dalam memenuhi 

variabel utama yakni kemampuan keuangan daerah khususnya PAD, kemampuan 

aparatur dalam produktfitas kerja dan efisiensi, efektivitas tatalaksana, dan partisipasi 

masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Salah satu unsur yang cukup menentukan adalah bagaimana pemerintah daerah 

mampu untuk mengelola dan mengembangkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, 

karena kemampuan dan kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari seberapa besar 

potensi Pendapatan Asli Daerah dapat digali dan direalisasikan dan kontribusinya 

terhadap keuangan daerah.

Tabel 1.1.

Pendapatan Asli Daerah kota Palembang

1996 - 2005 (Dalam Rupiah)

PADTahun

1996 14.027.358.878

1997 16.598.610.577

1998 17.236.078.998

1999 18.943.515.577

2000 22.908.608.607

2001 36.959.416.529

2002 54.036.430.570

2003 67.151.817.006

2004 66.812.272.044

2005 77.416.857.337

Sumber : Palembang Dalam Angka Tahun 2004-2005, BPS Palembang
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Grafik 1.1.

Perkembangan PAD Kota Palembang

Tahun 1996-2005
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Selama kurang lebih enam tahun pelaksanaan otonomi daerah di Kota Palembang, 

sangat diperlukannya kajian mengenai kinerja keuangan daerah Kota Palembang pada era 

desentralisasi. Berdasarkan data diatas dapat dilihat peningkatan Pendapatan Asli daerah

Kota Palembang pada era desentralisasi terutama pada era pemberlakuan otonomi daerah, 

perkembangan Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan yamg cukup signifikan 

dan terus berfluktuasi pada tahun-tahun berikutnya, Sehingga dapat dikaji sejauh 

manakah efektivitas dan efisiensi dari pemanfaatan sumber-sumber penerimaan daerah 

melalui kinerja keuangan daerah, derajat desentralisasi dan kemandirian keuangan daerah 

Kota Palembang, oleh karena itulah sangat diperlukan analisis mengenai kinerja 

keuangan daerah pada era otonomi daerah terutama di kota Palembang agar dapat dilihat 

sejauh manakah keberhasilan kota Palembang dalam menggali potensi Sumber Daya dan 

pemanfaatan dari Pendapatan Asli Daerah sebagai evaluasi dan koreksi dimasa depan 

agar kinerja keuangan daerah dapat lebih efektif dan efisien, dengan demikian
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berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menganalisis Kineija Keuangan

Daerah Kota Palembang Pada Era Otonomi Daerah.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya maka permasalahan 

yang akan dikaji dalam penelitian adalah : Bagaimana Kinerja Keuangan Daerah Kota

Palembang Pada Era Otonomi Daerah.

1.3. Tujuau Penelitian

Penelitian ini melihat kinerja keuangan daerah Kota Palembang pada era otonomi

Daerah yang diukur melalui Efisiensi, Efektivitas, dan Derajat Desentralisasi Fiskal Kota

Palembang.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Menjadi input bagi penyusunan kebijakan mengenai keuangan daerah 

pemerintah kota Palembang dan sebagai perbandingan serta pemikiran untuk 

menetukan kebijaksanaan Pemerintah Daerah Kota Palembang.

2. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan pustaka atau referensi bagi penelitian lebih lanjut dan sebagai 

masukan untuk penerapan ilmu ekonomi keuangan daerah.
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